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Penelitian ini membahas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi korporasi
dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak tahun 1955, konsep
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah diatur dalam hukum
Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap
korporasi yang terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), korporasi diakui sebagai subjek hukum yang
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterlibatannya dalam tindak
pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 yang mendefinisikan
"setiap orang" termasuk korporasi sebagai subjek hukum. Penelitian ini juga
mengidentifikasi celah hukum yang ada, di mana harta kekayaan hasil kejahatan
sering kali tidak tersentuh oleh proses hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
peraturan yang jelas dan prosedur formil untuk mengadili korporasi, yang
menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum  dalam memproses dan
mempertanggungjawabkan pidana korporasi secara langsung. Melalui analisis
terhadap teori pertanggungjawaban pidana, penelitian ini mengeksplorasi
bagaimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindakan yang
dilakukan oleh pengurus atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi.
Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat
membuktikan bahwa korporasi tidak bersalah, seperti adanya kebijakan internal
yang mencegah tindak pidana korupsi dan tindakan yang diambil untuk
menghentikan kegiatan ilegal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan penegakan hukum di
Indonesia, agar korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat
dikenakan sanksi yang sesuai, serta untuk memastikan keadilan bagi negara dan
masyarakat
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ABSTRACT
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This study discusses the mechanism of criminal liability for corporations in the
context of corruption in Indonesia. Since 1955, the concept of criminal liability
for corporations has been regulated in Indonesian law, but there are still
challenges in law enforcement against corporations involved in crimes. In the Law
on the Eradication of Corruption (PTPK Law), corporations are recognized as
legal subjects who can be held criminally accountable for their involvement in
corruption crimes, as stipulated in Article 1 paragraph 3 which defines "everyone"
including corporations as legal subjects. The study also identifies existing legal
loopholes, where wealth from crime is often untouched by the legal process. This
is due to the lack of clear regulations and formal procedures for prosecuting
corporations, which makes it difficult for law enforcement to process and hold
criminals accountable corporations directly. Through an analysis of the theory of
criminal liability, this study explores how corporations can be subject to criminal
sanctions for actions taken by administrators or employees acting on behalf of
corporations. In addition, this study also considers factors that can prove that the
corporation is innocent, such as the existence of internal policies that prevent
corruption and actions taken to stop illegal activities. Thus, this study aims to
provide recommendations for improving regulations and law enforcement in
Indonesia, so that corporations involved in corruption crimes can be subject to
appropriate sanctions, as well as to ensure justice for the state and society
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